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KELAS menengah merupakan
kelompok masyarakat yang
cukup kuat, berkepentingan,
berani, gigih, dan berkesi-
nambungan menuntut pemer-
intah bekerja dengan tanggap
dan bertanggungjawab bagi
kepentingan rakyat.

Kelas menengah telah men-
jadi agen perubahan, bahkan
demokratisasi, di negara-nega-
ra dunia ketiga. Iamemainkan
peran cukup penting sebagai
kelompok kritis dan pengkritik
fasih bagi rejim zalim.

Di antara elemen kelas me-
nengah yang cukup vokal

lajunya pembangunan
Di antara cendekiawan ini,
ada yang bisa kita sebut se-
bagai cendekiawan Muslim.
Kata Muslim ini untuk mem-
permudah identifikasi perso-
alan ketimbang melakukan
sekat-sekat dan mendiri-
kan bilik-bilik di kalangan
cendekiawan.
Tamerujuk pada sekelompok
orang yang melakukan penye-
baran wacana Islam yang lebih
toleran, terbuka, demokratis,
dan majemuk. Cendekiawan
Muslim ini dapat berbentuk
perorangan, jaringan, kelom-
pok atau pusat Kajian, baik
yang berdiri sendiri atau di
awah universitas atau organ-
i keagamaan atau lemb;
sw day;\ masyarakat.
i antara kalangan cerdik-
mndckm ini, dapat lagi diko-
tak-kotakkan sesuai corak pe-
mikiran mereka: transformatif,
moderat, liberat, tradisional,

hanya dua kategori cendeki-

awan: mereka yang berkutat
hanya di dunia gagasan atau
teori (menulis, meneliti, dan
mengajar) dan mereka yang
melaksanakan gagasan terse-
bu( dalam lmdakkm praksis ke-

PAKE TOPENG:
Sejumlah akiivis berunjuk rasa
merespons polemik aset Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora) di depan DPP Par-
tai Demokrat Jakarta, kemarin.
Mereka menuntut pengembalian
aset Kemenpora yang diduga
digondol mantan Menteri Pemuda
dan Olahraga Roy Suryo.

DI PABUDORAKYAT MERDEXA.

Dokumen TPF Susah Dibuka

- Kasus Munir Tambah Buram

Penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir
Said Thalib, masih tidak jelas. Begltu juga dengan ke-

adalah, k

hasil

Tim Pencari Fakta

atau mle]eklual. Cendekiawan
merupakan nama yang meru-
juk pada orang-orang yang
memiliki keprihatinan sosial
dan ingin melakukan sesuatu
untuk kelompok masyarakat
yang tertinggal oleh derap

(terjun ke masy m}ml untuk
merubah dan ‘memberikan
sesuatu).

Yang pertama saya sebut
cendekiawan Muslim teoriti;
dan yang kedua cendekiawan
Muslim praksis. m Bersambung

Astaga, Anak
Korban Perkosaan
Bisa Dipenjara Lagi

PADA 27 Agustus lalu, Penga-
dilan Tinggi Jambi menjatuh-
kan putusan lepas terhadap

/A, anal ahun

WA dalam hal ini sebenamya
merupakan korban, yang hak-
haknya dijamin peraturan

yang dijatuhi pidana penjara
Selama 6 bulan oleh PN Muara
Bulian. Kasusnya, karena
melakukan aborsi terhadap
k

perundang ujar
Anggara.

Hukum pidana di dalam
kasus yang melibatkan korban
sepert kasus WA tidak dapat

asil
yang dialaminya.

Majelis Hakim PT Jambi da-
lam putusan ini menilai bahwa
WA melakukan aborsi karena
adanya pengaruh *daya paksa’,
sehingga perbuatan WA tidak
dapatdipidana. Namun bela-
kangan, Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Batanghari
berencana untuk mengajukan
kasasi atas putusan PT Jambi

itu.

Direktur Eksekutif Institute
for Criminal Justice Reform
(ICJR), Anggara Suwahju
mempertanyakan alasan jak-
sa mengajukan Kasasi ini.
Berkaca dari kasus perkosaan
yang menimpa WA, putu-
san banding kakak WA yang
merupakan pelaku perkosaan
pun juga akan dikasasi dengan
alasan penghukuman yang
Jjauh dari tuntutan.

Menurutnya, alasan penga-
juan kasasi tidak tepat hanya
dari perspektif penghukuman.
“Hakikat dari pemeriksaan
di proses kasasi adalah men-
genai pemeriksaan kesalahan
penerapan hukum di putusan
sebelumnya, bukan hanya
terkait lamanya hukuman,”
katanya, kemarin.

ICJR menilai, penerapan
hukum yang salah justru ter-
jadi dalam proses pemeriksaan
di tingkat pertama. Banyak
hak-hak WA sebagai korban
perkosaan dan anak yang berh-
adapan dengan hukum terlang-
gar dalam proses ini. Mulai
dari terlanggarnya hak atas
bantuan hukum yang efektif,
hak atas penahanan sebagai
upaya terakhir, hak bebas dari
penyiksaan dan hak untuk
menghadirkan saksi dan/atau
ahli yang meringankan.

Penuntut Umum dalam me-
ngajukan kasasi harus mampu
menghadirkan alasan penera-
pan hukum mana yang salah
dalam putusan lepas WA.
“Yang paling penting, Penuntut
Umum harus menjamin keadi-
lan bagi WA. Tak hanya fokus
pada penghukuman. Karena

secara hitam dan
putih. “Seharusnya, jaksa bisa
melihat bahwa yang dibutuh-
kan WA dalam hal ini adalah
keadilan dalam bentuk reha-
bilitasi, bukan pemidanaan
semata,” imbuhnya.

Anggara menambahkan, se-
lain tidak teliti dalam meng;
na WA dalam k3
ini sebagai seorang korban,
Penuntut Umum j; gagal
dalam memahami dan mene-
rapkan secara tepat keten-
tuan Pasal 48 KUHP. Dimana
Penuntut Umum harus mampu
menggali nilai keadilan dalam
setiap Kasus lewat pasal ini,
bukan hanya berfokus pada
lamanya hukuman.

ICJR mendorong Mahkamah
Agung untuk menolak permo-
honan kasasi dari Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri
Batanghari, Jambi tersebut.
Kemudiaian, meminta Mah-
kamah Agung memperkuat pu-
tusan Pengadilan Tinggi Jambi.
Ini ’bug‘xl bentuk komitmen
MA terhadap keadilan bagi
perempuan dalam sistem pera-
dilan, sesuai ketentuan Perma
No 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan den-
gan Hukum,

Sebelumnya, berdasarkan in-
formasi di Sistem Penelusuran
Informasi Perkara (SIPP) PN
Muara Bulian, permohonan
kasasi tersebut diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Vanda Satriadi Pradipta. Kasasi
diajukan sesuai tuntutan awal
yaitu agar si anak korban
perkosaan tetap dihukum dan
dipenjara.

Dalam tuntutannya, jaksa
menuntut agar korban perko-
saan itu dihukum 6 bulan
penjara dengan pelatihan kerja
3 bulan. Pada 19 Juli 2018, PN
Muara Bulian mengabulkan
tuntutan tersebut. Atas vonis
itu, kuasa hukum si anak men-
gajukan banding. Belakangan,
Pengadilan Tinggi (PT) Jambi
mengabulkan dan membebas-
kan si anak. mosp

« \."F

(TPF) kasus Munir.

TIM Advokasi Kasus Munir
mendesak pemerintah men-
gumumkan isi dokumen terse-
but. Mereka juga menempuh
jalur sengketa informasi di
Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pemerintah, dalam hal ini
Sekretariat Negara (Setneg)
melakukan perlawanan hingga
upaya kasasi di Mahkamah
Agung (MA). Belakangan, MA
dalam putusannya memenang-
kan pemerintah. Alhasil, ke-
beradaan dokumen TPF Kasus
Munir semakin tidak jelas.
Wakil Koordinator Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontra$),
Putri Kanesia menyesalkan
pernyat: n pejabat
pemerintah yang menyebut

kasus Munir sudah selesai.
Lantaran terpidana pembunuh
Munir, Pollycarpus Budihari
Priyanto, sudah dihukum pen-
ara.

“Penyebab kasus Munir belum
terjawab, apalagi kita juga tidak
tau isi dokumen TPE” katanya
di Kantor LBH Jakarta, Jalan
Diponegoro no. 74, Jakarta.
Pihaknya terus mendesak pe-
merintah untuk mengumum-
kan dokumen TPF tersebut ke
publik.

Pada Februari 2016, pihaknya
sudah menyurati Setneg untuk
mencari keberadaan dokumen
TPF Kasus Munir. Jawaban
Setneg cukup mengagetkan.
dokumen tersebut tidak ada
di Setneg. Tidak puas dengan

respon itu, Knmmi yang ter-
gabung dalam Tim Advokasi
Kasus Munir mengajukan per-
mohonan sengketa informasi di
Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam sidang ajudikasi di KIP,
bekas anggota TPF mengaku su-
dah menyerahkan dokumen TPF
sebanyak 7 rangkap ke Presiden
SBY pada 24 Juni 2005. KIP
belakangan memutuskan bahwa
dokumen tersebut harus dibuka
ke publik. Sementara Setneg
bersikukuh tidak memiliki doku-
men itu dan tidak wajib mengu-
mumkannya ke publik.

Di tengah situasi tersebut,
Presiden RI kelima, SBY, me-
nyerahkan salinan dokumen TPF
Kasus Munir ke pcmcnnluh
“TPF ini dibentuk

bergantung dokumen tersebut,”
kata Putri.

Pengajar Sekolah Tinggi Hu-
kum (STH) Jentera, Bivitri
Susanti menerangkan, dari aspek
hukum administrasi negara putu-
san kasasi MA jelas menguatkan
putusan PTUN Jakarta. “Putusan
PTUN ini tidak mengumunzkan
pengungkapan Kasus Munir,”
sebutnya.

Dia menilai, informasi publik
masih dimaknai secara sem-
pit. Misalnya, informasi pub-
lik dipahami sebagi informasi
seputar penyelenggara dan pe-
nyelenggaraan negara/badan
publik. Sementara dalam UU
Keterbukaan Informasi Publik,
ml()mu\l puh]lk adalah infor-

mas

intahan yang sekarang. “Secara
ketatanegaraan, pemerintahan
dianggap satu lembaga. Seperti
lembaga kepresidenan, mau
presiden berganti tetap ada tang-
gung jawab pengelolaan doku-
men negara,” jelasnya.

Dosen hukum pidana Uni-
versitas Pancasila, Rocky Mar-
bun menyebutkan, dari putu-
san Peninjauan Kembali (PK)
Kasus Munir dengan terpidana
Pollycarpus ternyata putusan
itu tidak berdasarkan pada h
temuan TPF. “Jadi dakwaan
sa cuma dibangun dengan
sumsi, ini dakwaan yang sangat
lemah,” katanya.

Jika dokumen TPF dinya-
takan hilang, maka perbuatan
dokumen itu

Keppres no. 111 tahun 2004, ada
anggaran negara yang digunakan
oleh TPF dan ada kepentingan
publik disana, lalu kita meya-
kini kelanjutan kasus Munir

ANTARAFOTO/AR) BOWO SUCIPTOMATS

LINDUNGI SATWA LIAR: Pegiat lingkungan hidup yang tergabung dalam Pro Fauna melakukan aksi

teaterikal untuk memperingati Hari Kakatua Indonesia, di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, ke-

marin. Selain menyatakan dukungan terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang
k epada

kepent-

ingan pub]lk.

Dalam kasus dokumen TPF
ini, Bivitri berpendapat, Setneg
ingin membedakan pemerin-
tahan yang lalu dengan pemer-

bisa merupakan tindakan pidana.
“Jika ingin menggugat, mungkin
bisa gugatan perbuatan melawan
hukun terlebih dahulu setelah it
baru pidana,” tandasnya. mosp

Nasdem Vs Rizal Ramli

Kritik Kok Malah
Dibalas Somasi

SOMASI yang dilakukan
Partai Nasdem terhadap Rizal
Ramli, disayangkan Ketua
Dewan Pembina Laskar Am-
pera, Arief Rachman Hakim
Angkatan 66, H Alex Sato
Bya. Mestinya, partai tak usah
marah jika dikritik.

“Nggak usah somasi se-
gala. Kalau memang yang
diomongin Rizal Ramli tidak
benar, ya dibantah saja dengan
pernyataan. Kalau sebentar-
sebentar dikritik lalu somasi,
apa artinya demokrasi di ne-
gara kita,” kata mantan Jaksa
Agung Muda ini.

Alex mengusulkan, untuk
membantah semua itu Ieblh
baik diadakan

untuk tidak membeli

karena lermasuk salwa yang dilindungi.

Duh, Pemerintah Serius
Nggak Lindungi Satwa

MEMPERINGATI Hari Kakatua
Indonesia pada 16 September,
ProFauna sebagai organisasi
perlindungan hutan dan satwa
liar meminta pemerintah serius
melindungi satwa. Khususnya
satwa liar dan langka.

ProFauna menyoroti revisi
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Permen
LHK) no. 20 tahun 2018 yang
mengeluarkan 3 spesies burung
dari daftar satwa dilindungi.
Diduga, revisi ini dilakukan
lantaran tekanan dari kelompok
pecinta burung.

Juru kampanye ProFauna
Indonesia, Afrizal Abdi menu-
wrkan, beberapa bulan lalu
pemerintah telah mengeluarkan
Permen LHK nomor 20 tahun
2018. Peraturan tersebut meng-
gantikan lampiran Peraturan
Pemerintah no. 7 tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tum-
buhan dan Satwa.

Di dalam peraturan tersebut
memuat 921 jenis tumbuhan

dan satwa liar yang dilindungi,
dimana 562 satwa atau 61 persen
isi daftar tersebut adalah jenis
burung. Jenis satwa dilindungi
dalam peraturan ini salah sa-
tunya adalah Burung Nuri dan
Kakatua. Namun, belum lama
setelah peraturan tersebut dike-
luarkan, pemerintah merevisi
daftar satwa dilindungi yang
sudah tercantum di Permen LHK
20 tersebut.

“Ironisnya, dua bulan pasca
disahkan, pemerintah malah
mengeluarkan tiga spesies bu-
rung dm daftar satwa dilind-
ungi,” ujarnya, kemarin. Ketiga
satwa tersebut yakni Jalak Suren
(Gracupica jalia), Kucica Hutan
(Copsychus malabaricus), dan
Cucak Rawa (Pycnonotus zey-
lanicus).

Pihaknya mengkritik revisi
Permen LHK tersebut lantaran
merupakan kemunduran sekali-
gus ancamay bdgl dunia konser-
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ada yang msnunlu\ jenis-jenis

lain termasuk Kakatua dan
Nuri yang banyak diminati pe-
hobi burung untuk dianulir dan
dikeluarkan dari daftar satwa
dilindungi,” sebutnya.

Untuk diketahui, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan (KLHK) menyatakan
burung Murai Batu (Kucica
Hutan), Jalak Suren, dan Cucak
Rawa tidak lagi dimasukkan
dalam daftar satwa dilindungi.
Sebelumnya, tiga jenis burung
itu masuk daftar satwa dilind-
ungi dalam Peraturan Menteri
LHK no. 20 tahun 2018.

Kepala Biro Hubungan Ma-
syarakat KLHK, Djati Witjak-
sono Hadi mengatakan, peruba-
han lampiran peraturan menteri
yang berisi daftar tumbuhan dan
hewan dilindungi itu sudah di-
teken Menteri LHK Siti Nurbaya.
Perubahan lampiran itu sedang
dalam proses diundangkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM
dan akan segera disosialisasikan
ke masyarakat. m osp

publik antara kubu Nasdem
dengan Rizal Ramli. Bagusnya
lagi Menteri Perdagangan
(Mendag) Enggartiasto Lukita
juga hadir. Itu baru mantap.
Dengan begitu, publik bisa
menilai mana yang benar,
mana yang tidak.

Seperti diketahui, Nasdem
merasa dirugikan atas ko-
mentar Rizal Ramli di sebuah

zal menyebut Presiden Jokowi
tidak berani menegur Mendag
Enggartiasto Lukita karena
takut kepada Ketum Nasdem
Surya Paloh.

“Jadi biang keroknya sebet-
ulnya saudara Enggar. Cuma
Presiden Jokowi nggak be-
rani negor, takut sama Surya
Paloh, ya. Saya katakan Pak
Jokowi panggil saya saja biar
saya yang tekan Surya Paloh,
Karena ini brengsek. Impor
naik tinggi sekali, petani itu
dirugikan, petambak dirugi-
kan dan akibatnya elektabili-
tas Pak Jokowi juga merosot
digerogoti mereka ini, pada
main dari komisi, dari im-
portir yang sedemikian be-
sarnya,” demikian pemyataan
Rizal.

ol il
H Alex Sato Bya

Alex merasa ada yang salah
dengan kebijakan impor pe-
‘merintah. Dengan banyaknya
impor, petani banyak dirugi-
kan. Misalnya saja garam.
Padahal, Indonesia terkenal
negara kelautan. Heran saja
kalau garam pun masih harus
impor. Apa yang salah di s

Diajugamelihat belum adan-
ya koordinasi yang utuh soal
impor. Yang satu kementerian
masih ingin impor, yang satu
lagi tidak mau. Dia meminta
Presiden Jokowi lebih tegas
Tagi kepada bawahannya.

Apalagi di tahun politik
sekarang, masalah impor
bisa mempengaruhi elekta-
bilitas Jokowi. Eks Ketua Ke-
satuan Aksi Pemuda Pelajar
Indonesia (KAPPI) Sumatera
bagian Selatan ini mengang-
gap ada kelemahan di tim
ekonomi Jokowi.

Kendati begitu, terkait pele-
‘mahan nilai tukar rupiah ter-
hadap dolar AS, Alex setuju
dengan keinginan pemerintah
yang menghentikan impor
produk yang tak terlalu pen-
ting. “Impor mobil mewah
distop aja. Termasuk proyek-
proyek pemerintah yang me-
nghabiskan dolar banyak
sudah seharusnya dihentikan
dulu, apalagi yang baru ren-
cana,” pungkasnya. ® JON
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Dan Tindakan Praksis (2)

Kaum Elitis Yang
Menggali Kubur Sendiri
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Wakil-Ketua LTM-PBNU,
dan Peneliti Posdoktoral
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain),
Belgia

Cl:I\Dl:K[AWA[\ Muslim
CMT) telah menyebar-
Kkan gagasan Islam yang me-
nyentak kesadaran dan pema-
haman umat Islam pada um-
umnya, kalangan radikal dan
fundamentalis khususnya. [a
menyumbang pada penye-
garan kembali pemahaman
agama Islam.

Dengan sokongan intelek-
tual dan berkah dana yang
mengalir dari luar negeri atau
dari pemerintah (sebagai mitra
kerja), mereka tampil gagah
dan terus mengkritik praktik
Islam yang dalam pandangan
mereka sudah membeku,
Ketinggalan zaman, bahkan
membusuk.

Kendati demikian, sayang,
wacana para cendekiawan
Muslim teoritis ini tidak mem-
bumi, bahkan kontraproduktif
dengan umat Islam pada um-
umnya. Apalagi kalangan akar
rumput atau arus bawah.

Memang ini adalah risiko
sebuah perjuangan dari sikap
dan posisi yang diambil. Tapi
paling tidak, perjuangan mere-
ka tidak bisa dikatakan seba-
gai perjuangan umat Islas
Karena terlalu elit
pongah, dan antikritik. Ini
tentu sama dengan menggali
lubang kubur sendiri. Bukan
simpati yang diraih, tapi
malah antipati umat yang
diperoleh.

Tak perlu menjadi elitis.
Karena ujung-ujungnya
menjadi pendukung kebij
Negara. Seperti dukungan
terhadap beberapa keputusan
pemerintah yang merugikan

rakyat. Padahal ini jelas hanya
elitdan kelompok

nyentuh rakyat kebanyaka
CMT tidak punya akses, apala-
gi di kalangan akar rumput
umat Islam. Bagaimana mung-
kin bisa masuk ke akar rumput,
justru yang terakhir ini selalu
jadi bulan-bulanan kritik
para CMT.

Para cendekiawan Muslim
teoritis ini masih bercanda
ria dengan pemikiran dan
gagasan yang jauh dari ke-
nyataan obyektif rakyat In-
donesia. Kepedulian terh-
adap korban banjir, bencana
alam, yang dalam hujah (ar-
gumentasi) mereka bukan
ranah mereka saja kurang

Nampak. Apalagi mengen-
taskan kemiskinan. Apalagi
arakat

sial persemaian benih-benih
fundamentalisme.

Dengan demikian, lagi-lagi
urusan kaum fakir-miskin di-
tangani oleh gerakan yang se-
lama ini diidentifikasi sebagai
fundamentalis, radikal atau
ekstrimi

Fenomena ini mengingatkan
saya kepada sekelompok elit
intelektual di M ing tidak
punya akses ke akar rumput
dan pemikiran mereka tidak
membumi. Akhirnya, urusan
rakyat miskin Mesir diurus
Ikhwanul Muslimin, kelom-
pok yang dicap fundamentalis

radi

Sukaatau tidak suka, Ikhwan
memiliki jaringan luar b
di Mesir. Dengan program
pendidikan dan kesehatan,
mereka melakukan aksi nyata.
Ikhwan mencerahkan kehidu-
pan masyarakat melalui lem-
baga pendidikan yang mercka
miliki.

Mereka memberi layanan
kesehatan lewat rumah sakit
dan Klinik yang mereka pu-
nyai. Paling tidak, ini adalah
pengalaman dan pandangan
saya ketika berada di
ada 2001-2002, saat
‘mampir” menjadi mahasiswa
$-2 di Universitas Al-Azhar,
Kairo. m Bersambung

Dewan Semakin
Tidak Dipercaya

KEPERCAYAAN publik terh-
adap lembagalegislatif di daer-
ah dan di Senayan nyungsep.

kap opcm Tangkap Tangan
(OTT) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) atas dugaan
Korupsi .

Pakar Hukum Kaspudin
Nor mengatakan, kejadian
dugaan korupsi berjamaah
ini. merupakan kegagalan
partai politik melahirkan kader
pemimpin bangsa. “Mestinya
partai politik malu dan priha-
tin, lalu bertanggung jawab
perilaku para oknum kader

takan, ditetapkannya 41 ang-
gota DPRD Kota Malang,

 di mata pubhk
stiwa vulgar ini diper-
tontonkan kepada rakyat.
Kejadian itu bisa memicu se-
makin bertambahnya ketidak-
percayaan public pada para
wakil rakyat,” ujarnya.

Seharusnya, kata Kaspudin,
parpol yang kadernya terlibat
Korupsi, meminta maaf ke-
pada masyarakat Indone:
Karena telah mengendors ka
dernya untuk disodorkan pada
masyarakat dalam pileg.

“Sehingga rakyat tidak lagi
mampu memilih wakil rakyat
yang benar-benar terjamin
integritas dan profesionalnya.
Padahal, wakil rakyat harusnya
benar-benar memperjuang-
kan nasib rakyat, bangsa dan
negara ini,” tuturnya.

Ke depan, lanjut Kaspudin,
dalam mengusung calon wakil
rakyat, parpol perlu menyelek-
si Ketat. Bila perlu, melakukan
penelitian khusus (Litsus).
“Terjadinya korupsi juga kare-
na lemahnya peran lembaga
pengawasan formal yang ada.
Baik pengawasan iniernal dan
eksternal,” bebernya.

Karena itu, Kaspudi
menekankan, peran KPK
berwenang dalam penindal
juga perlu punya kewenangz
dalam bidang pengawasan.
Sebab, dengan berhasilnya KPK
membongkar kasus dugaan
Korupsi massal, harus mendapat
upm\imsiy.lnvunzgiddnberba—
elemen masyarakat.

“KPK juga bahkan perlu
meningkatkan fungsi penga-
wasan dan edukasi, atas moral
bangsa untuk agar malu koru-
psi.” harapnya.

Lebih jauh Kaspudin men-
jelaskan, dalam sistem demo-
krasi sekarang, memilih pe-
mimpin dalam pemberantasan
korupsi, juga dibutuhkan peran

NYARI KERJA:

Sejumlah pencari kerja mencari
lowongan pekerjaan pada acara
Bursa Kerja Terbuka 2018, di
Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Bursa kerja yang digelar Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa
Timur itu diikuti 70 perusahaan
dengan 5.500 lowongan kerja.

ANTARAFOTODIOK SUHARTONDF O,

Di Bidang Perikanan

Pemerintah Tak Serius Bela
Anak Buah Kapal Nelayan

di

i belum b

positif bagi perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Ne—

layan.

HAL ini ditegaskan Ketua Ha-
rian DPP Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia (KNTI)
Marthin Hadiwinata. Setidaknya
ada empat temuan lapangan dari
situasi pekerja ABK Nelayan.

Temuan ini menunjukkan,
kebijakan perikanan terhadap
perlindungan nelayan ABK
kapal perikanan di atas 10 GT
tidak berdampak positif terhadap
perlindungan ABK Nelayan.
“Padahal, berdasarkan penelu-
suran KNTI, ada tujuh pera-
turan yang mengikat komitmen
pemerintah, untuk memasti-
kan berjalannya perlindungan
pekerja perikanan sebagai ABK
Nelayan,” wturnya.

Pada hasil temuan lapangan
di Provinsi Sulawesi Utara,
ungkap Marthin, menunjukkan
tak ada kehadiran pemerintah da-
lam melindungi ABK Nelayan.
Pekerja ABK Nelayan masih
belum memiliki kontrak kerja
atau perjanjian kerja di atas laut.
Sehingga terjadi ketidakpastian
hubungan kerja. Pihak ABK
Nelayan pun dalam posisi lemah,
tidak mendapatkan kedudukan
hukum.

“Ini karena tak ada penga-
wasan lapangan dari pemerintah
terhadap perjanjian kerja laut
dan tidak terintegrasi dalam
perizinan,” ujamya.
Kedua, dari sisi pendapatan.

Bentuk model bagi hasil perika-
nan belum sesuai ketentuan bagi
hasil perikanan. Padahal ini telah
diatur sejak UU No. 16/1964
tentang Bagi Hasil Perikanan
yang mengatur ian 40%

ABK Nelayan,” ujarnya.
Keempat, pendekatan HAM
yang terus digaungkan Pemerin-
tah seolah hanya di atas kertas.
D. lapangan, jelas Marthin,
tidak h

hasil bersih pendapatan diperun-
tukan bagi ABK Nelayan.
Menurut Marthin,
jukkan, pemerintah masih mem-
biarkan lemahnya g

ini menun-

berb.\g.u ksbu.\kun terkait ser-
tifikasi hak asasi manusia untuk
usaha perikanan.

Di arah yang sama, perusahaan
tidak dalam yang

ekonomi dari ABK Nelayan. Di
samping konteks pengawasan
dan syarat perizinan yang tidak
ditegakkan.
Ketiga, minimnya asuransi
perikanan bagi ABK Nelayan.
Padahal, usaha perikanan telah

sama untuk menerapkan hak
si manusia dalam melakukan
kegiatan usaha perikanan dengan

i dan melindungi hak

implementasi kebijakan oleh
Pemerintah di lapangan.

Ditambah lagi. kebijal
perlindungan ABK Nelayan
yang substansial dan mendasar,
belum terintegrasi dalam sistem
perizinan perikanan usaha peri-
kumn Seperti kewajiban adanya
in kerja laut dan asuransi
pcnk.mm tadi.

Di sisi lain, situasi perizinan
yang terhambat masalah akses
perizinan secara daring (online)
mendorong pemerintah dacrah

asasi ABK Nelayan.
Akibatnya, meski banyak ke-
bijakan, namun tidak membuat

Bl pro-
fesi yang tinggi risiko ancaman
kecelakaan laut, “Tapi hal terse-
but tidak mendorong as
perikanan diberikan kepada

ANTARA FOTO KR YUSLFIFOCS.

BERSIHKAN PANTAI: Warga mengikuti aksi bersih sampah dalam rangkaian kegiatan World Cleanup Day,
di Pantai Kuta, Badung, Bali, kemarin. World Cleanup Day di Bali diikuti sekitar 17 ribu warga dari berbagai
komunitas dan lembaga yang tersebar di 29 titik di seluruh wilayah pulau Dewata.

ABK Nelayan jadi
Iebih baik. Minimnya imple-
mentasi dan pengawasan la-
pangan dari peraturan tersebut,
menunjukkan tak ada inovasi

Khawatir Jadi Fitnah

jalan pintas melalui
Surat Keterangan Melaut (SKM).
“SKM ini dapat menyebabkan ber-
bagai permasalahan baru. Misalnya
dalam verifikasi berbagai syarat
perizinan. Termasuk mark down
ukuran kapal sebagai salah satu
masalah umum yang telah lama
ditemukan,” tup Marthin. m JoN

Rizal Ramli Baiknya
Berikan Klarifikasi

MANTAN Menteri Koordinator
Kemaritiman Rizal Ramli di-
minta mengubah gaya komu-
nikasinya.

Sebab, gayanya yang asal
menuduh, bisa menimbulkan
fitnah dan merugikan seseorang.
Seperti yang menimpa Ketua
Umum Partai Nasdem Surya
Paloh dan Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita.

Aktivis dan pengamat politik
Ray Rangkuti memperkirakan,

al

menuduh, bertujuan memancing
atau menarik perha 2
kat. Namun, katanya, jika
tidak dibuktikan dengan fakta
dan data, malah bisa menyisakan
fitnah.

“Itu di luar batas. Tetapi,
apakah itu fitnah, Rizal Ramli
tinggal jelaskan saja, benar apa
tidak,” kata Ray.

Menurutnya, Rizal perlu
mengklarifikasi tuduhannya.
Agar tidak kebingu-

partai politik dan 3
Karena korupsi adalah kej
hatan yang sangat luar bi
Karena dapat merusak tatanan
sendi berbangsa dan bemegara.
“Rusaknya sistem dan moral
masyarakat, bisa berdampa
pada kemiskinan dan tergang-
gunya stabilitas kenyaman
social. Hingga hilangnya ke-
percayaan publik kepada para
pejabat di neger ini,” ingatnya.
Kaspudin menambahkan,
efek jera
ai yang kadernya
paling banyak korupsi, mesti
dilakukan diskualifikasi untuk
tidak ikut pileg. Tidak bisa ikut
pilkada dan pilpres. m JoN

=

Ray Rangkuti

ngan. Diajuga mengimbau Rizal
mengedepankan bukti setiap

memberikan pernyataan. “Pdlmg
tepat dalm mengukur adalah,
apakah pernyataan itu men-
gandung kebohongan. Itu bisa
dilacak,” pungkas Ray. musy

Judi Online Luar Negeri Kudu Dijegal Tuh

MAHASISWA yang tergabung
dalam Serikat Mahasiswa
Muslimin Indonesia (Semmi)
melakukan pengawalan pen-
jegalan musibah moral yang
terjadi lewat alat-alat online.
Termasuk mencegah terjadinya
judi online. Divisi Cyber Crime
Mabes Polri pun digandeng.

Ketua Pengurus Wilayah
Semmi Jawa Timur, Abdullah
Amas mengatakan, upaya terse-
but dilakukan karena informasi
amoral dan judi online semakin
merebak. Untuk itu, lanjutnya,
pihaknya membentuk Posko
Pelaporan Judi Online.

“Kami juga akan melaku-
kan sosialisasi memerangi judi

online. Nanti bentuknya stik-
er, kaos, dan lain lain,” ujar
Abdullah.

Selain itu, Semmi juga akan
memperlebar kerja sama terma-
suk dengan Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI)
Jawa Timur, LSM dan lain-lain.
“Sebagai sayap organisasi besa
yarikat Islam, Semmi tentu
harus aktif mengawal morali-
tas dan kualitas bangsa. Posko
Pengaduan Judi Online Jawa
Timur pertama akan dibentuk di
sekretariat Sem mi Jawa Timur,”

tuturnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar
Serikat iswa Muslimin

gelar acara Ngobrol Bersama
Anak Bangsa (NGOBRAS)
Indonesia. Bertema Matinya
Revolusi Mental dan Maraknya
Judi Online, acara ini menghadir-
kan narasumber seperti Agus
dari Cyber Crime Mabes Polri,
Dede Peradana dari PB HMI,
dan Ustaz Akmal Rusli dari
Mitra Dai Indonesia.

M Saputra Adhi Lesmana se-
Taku penyelenggara diskusi terse-
but menyampaikan, pihaknya
menilai, kinerja pemerintahan
masih belum berhasil.

Sementara pihak Cyber Crime
Bareskrim Mabes Polri Agus
Polri telah beker-

Indonesia (PB SEMMI) meng-

ja keras menanggulangi judi on-

line. Baik dengan menutup atau
memblokir akses ke website judi
online. “Ini sudah kami lakukan,
meski masih belum maksismal,”
ujarnya.

Agus menegaskan, judi online
ini sudah dilarang secara hukum.
Polri juga berupaya menangkap

tal akan gagal jika pemerintah
tak dapat menutup akses judi
online dan kami mengucapkan
terima kasih kepada pemerintah
Khususnya Polri yang menjalank-
an revolusi mental dalam mem-
berantas judi online,” ujarnya.
Sedangkan Ustaz Akmal Rusli

bandar judinya. Say
banyak server atau website yang
dibuat dari luar negeri.

Ustad Akmal Rusli dari Pim-
pinan Pusat Mitra Da’i mene-
gaskan, dalam Pandangan Islam,
judi dalam bentuk apapun san-
gatlah haram dilakukan.

“Karena hal inilah yang ses-
ungguhnya merusak mental anak
bangsa. Saya rasa revolusi men-

menilai,

shelalcilan tindakas tegas dalam
kasus ini. Dia bahkan khawat
Jjangan-jangan ada campur tan-
gan oknum Pemerintah atau
lembaga lain. Karena judi online
masih tetap subur.

“Untuk menutup website dari
luar negeri, Pemerintah seharus-
nya dapat minta bantuan kepada
negara lain,” ujarnya. ®JoN
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Cendekiawan Muslim: Antara Teori &

Tindakan Praksis (3)

Farid Esack

Dan

Muhammad Yunus

AVANG UTRIZA YAKIN MA, PHD
Dosen FSH UIN Jakarta,
Wakil-Ketua LTM-PBNU,
dan Peneliti Posdoktoral
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain),
Belgia

MELIHAT k:
Muslim teori
pai pada kesimpulan bahwa
mereka menjadi cendekiawan
mengambang yang tak berpi
jak dalam kehidupan nya
Mungkin, ada baiknya kita
belajar dari pengalaman para
cendekiawan Mus prak-
sis, seperti Farid Esmk dan
Muhammad Yunus. Mereka
berdua adalah para cendeki-
awan Muslim asal Afrika
Selatan dan Bangladesh, yang
mengembangkan wacana
Islam pro-rakyat tertindas di
kalangan akademisi. Tapi di
saat yang juga terlibat
dalam perjuangan kehidupan
rakyat sehari-hari.

Farid Esack berjuang me-
numbangkan rejim apartheid
yang sedang berkuasa di
Afrika Selatan. Setelah 8 ta-
hun belajar di Pakistan, Esack
pulang ke kampung halaman-
nya pada 1982, dan langsung
terjun membela rakyatnya

yang tertindas oleh struktur
pemerintahan yang zalim.

Melalui or

s cendekiawan
aya sam

umat beragama lain: Kristen,
Yahudi, dan Atheis sekalipun.
Perlawanannyaterhadap rezim
aparteid didasarkan atas keya-
Kinan bahwa, tujuan Alquran
adalah menegakkan keadi-
lan dan membebaskan yang
tertindas.

Pergulatan Esack dengan
kenyataan obyektif masyarakat
Afrika Selatan dan pemikiran
keagamaannya menghasil-
kan sebuah karya: Quran,
Liberation and Pluralism. An
Islamic Perspective of In-
terreligious Solidarity against
Oppression (1997).

Buku Esack ini adalah ke-
rangka bangunan pikirannya
dalam membangun kerjasama
antarumat beragama menen-
tang penindasan. Ta menjadi
landasan Esack berjuang mela-
wan kezaliman, mengembang-
Kan pluralisme, dan toleransi
antarumat beragama. Esack
adalah salah sat contoh yang
dapat mengawinkan antara
pcmlkmm dan aktivitasnya
sebagai sarjana Islam dan per-
juangannya membela kondisi
obyektif masyarakatnya.

Sementara Peraih Nobel
Perdamaian, Muhammad
Yunus, mampu mengentas-
kan kemiskinan di negeri
nya, adalah juga contoh par
excellence. Ta seorang yang
dapat memadukan pemikiran-

TENDANG:

Sejumlah polisi melakukan simu-
lasi pengamanan Kota di Alun-
alun Purwokerto, Banyumas,
Jawa Tengah, kemarin. Sispam-
kota tersebut merupakan bagian
dari Latpraops Mantap Brata
Candi 2018 sebagai persiapan
pengamanan Pemilu 2019.

ATARA FOTOIDHAD ZAKARWKY /5

Pemerintah Harus Hati-hati

Waspadalah, Jangan Sampai
NKRI Seperti Irak Dan Syuriah

Sejak Pilkada 2017 hingga sekarang mau Pemilu dan
Pilpres, politik di Tanah Air terus memanas bahkan telah

nya sebagai
telektual, Prnfessor Ekonomi
pada sebuah universitas di
Dhaka, dan aktivitasnya men-

gentaskan kemiskinan se-
bagai bentuk kepeduliannya
memberantas kemiskinan dan

mian Bangladesh lewat Bank
oo i

gerakan Islam Progressi

Esack mengad-
vokasi masyarakat dan melaku-
Kan perlawanan yang tak kenal
lelah melalui perjuangan tanpa

Keduanya menjadi teladan
sebagai cendekiawan Muslim
praksis yang

KESIMPULAN itu disampaikan
Ketua Umum DPN Gerakan
Nasional Peduli Anti Narkoba &
Tawuran (Gepenta) Brigien Pol

(Pumn) Parasian S

sebagai dasar negara.

Khilafah Negara Islam. “Lha
sudah negara Islam mau diben-
tuk Negara Khilafah Islam.
Sehingga terjadilah perang sau-

kepada Rakyat Merdeka, ke-

sebagai dasar NKRI walau-
pun diketahui bahwa Pendiri
Bangsa dan Negara Indonesia

gagasan-gagasan mereka un-
tuk mengubah dan memberi-
kan arti di mana

Advokat

ia hidup. m Bersambung

Kudu

Jaga Toleransi

PARA advokat Kongres Ad-
vokat Indonesia (KAI) di-
harapkan punya idealisme da
lam menjalankan profesin
Bukan semata kekayaan, tapi
juga membela kebenaran dan
keadilan serta pengabdian ke-
pada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh
Ketua Dewan Penasihat KAI
Rusdi Tahir, saat memberikan
sambutan pada acara Rapat
Kerja Daerah (Rakerda) KAI,
Rabu (12/9) lalu di Bogor, Jawa
Barat. Rakerda bertema DPD
KAI DKI Siap Menyambut
Tahun Politik 2019 ini, juga
dihadiri Ketua DPD KAI DKI
Ardi Mbalembout serta para
pengurus KAI DKI.
at ini sudah sangat jarang
advokat bersikap demikian.
Namun ini aradvokat

dah dipelopori oleh Presiden
KAI sebelumnya, almarhum
H Indra Sahnun Lubis. Selain
itu, lanjutnya, advokat harus
memiliki rasa toleransi yang
sangat tinggi. Mengingat bang-
sa ini memiliki banyak perbe-
daan agama, suku, maupun
golongan.

“Jangan tersekat-sekat oleh
perbedaan. Apalagi di tahun
politik ini, kita senantiasa ha-
1us mengembangkan jiwa yang
besar dalam menerima pes
bedaan,” pinta mantan Kajati
DKI Jakarta ini.

“Tak cuma itu, ujar Rusdi lagi,
advokat juga harus memiliki
rasa nasionalisme yang tinggi.
Karena kepentingan nasional,
m‘\xydrdk‘u. bangsa dan negara
harus di egala-galanya.
Bukan advokat

KAI memiliki rasa patriotisme
yang tinggi. Tak kenal lelah
menjadi advokat pejuang dan
pejuang advokat,” harapnya.
Model seperti ini dan harus
menjadi teladan para advokat,
lanjut Rusdi, sebenarnya su-

yang hedonis, yang mendewa-
dewakan kemewahan. “Jadilah
advokat yang baik, mem-
perjuangkan kebenaran dan
keadilan. Rizki itu Allah yang
atur,” saran mantan anggota
DPR/MPR RI ini. m Jon
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adalah tokoh-tokoh Islam.” ka-
i kantor Gepenta,

jak kita menoleh
kejadian di Suriah dan Irak
terkait terjadinya pemberonta-
kan yang berdalih Khilafah.
Suriah dan Irak adalah Negara
berdasarkan Islam kemudian
muncul kelompok fundamen-
talis ingin membuat dan me-
negakkan beberapa negara

dara yang terbawa-bawa dan
janji-janji muluk memberikan
k hteraan rakyat, maka

rakyatnya mau memberontak,”
tuturnya.

Sementara Indonesia adalah
negara Pancasila, yang telah
diukir dan didirikan oleh tokoh
ulama, negarawan, pahlawan
yang beragama Islam. Yang me-

i asila sebagai Dasar
harus tetap diper-

Setelah ditelusuri, lanjut-
nya, ternyata di Suriah ada
juga slogan, stiker dan brosur
#2011GantiPresiden. Karena
ingin menjatuhkan Presiden
sar Hafiz Al Asad tidak dapat
dilakukan, maka kelompok yang

@

Parasian Simanungkalit

membuat slogan itu melakukan
pemberontakan. Maka luluh lan-
taklah kota-kota di Suriah yang
juga merambah ke Ira

Oleh karena itulah, dia me-
minta KPU dan Bawaslu se-
gera menghentikan kampanye

ANTARA FOTORIVAN AWAL LNGGAKYEIS

DORONG BOLA DUNIA: Warga mendorong replika bola dunia raksasa saat memperingati Hari Ozon Se-
dunia di Bundaran Hl, Jakarta, kemarin. Kegiatan tersebut untuk mengampanyekan perilaku ramah ozon.

#2019GantiPresiden. “Peme-
rintah dengan aparatnya BIN,
Bais, Baintelkam, serta TNI dan
Polri dan rakyat Indonesia haru:
secaradini mencegah te
pemberontakan dalam Negeri,”
pintanya.

Dia berharap, jangan sam-
pai terlena. Harus waspada
apa sudah ada kelompok yang
memiliki senjata api? Kalau ada
harus diungkap dari sekarang.
Jangan seperti di Suriah dan
Irak. Awalnya pemberontak
hanya memiliki senjata ringan.
Tetapi setelah pemberontakan
dimulai maka negara-negara
lain pun ikut memasok sen
jata berat untuk menggulingkan
Pemerintahan.

“Nah kalau perbuatan dan
tindakan seperti ini terjadi di
sini dan tidak terdeteksi se-
cara dini oleh aparat intelijen,
maka jelas sudah terlambat.
Penyesalan akan tidak ada
gunanya. Mengapa demikian
Karena di Indonesia rawan pm-

=

berontakan dan mungkin bisa
terulang seperti pemberonta-
kan PKI Muso, pemberontakan
Kartosuwiryo, Kahar Muzakar,
PRRI/Permesta dan G30S
PKI,” katanya mewarning.

Karena itu, dia berharap Pe-
merintah dalam hal ini Kemen-
dagri melakukan pembinaan
wilayah. TNI melakukan pem-
binaan teritorial untuk mencip-
takan kesiapan rakyat dalam
Bela Negara. Demikian juga
Polri melakukan pembinaan
masyarakat agar rakyat men-
jadi kekuatan deteksi dini
terhadap adanya ajakan ke-
lompok tertentu yang akan
melakukan pemberontakan
terhadap negara.

“Kemenhan dan Polri di-
harapkan membentuk selu-
ruh rakyat Indonesia untuk
turut dalam upaya dan usaha
Pemerintah mempersiapkan
kekuatan: Pertahankan NKRI
dengan Perlawanan Rakyat
Semesta,” tutupnya. m JON

KPAI: Aturan Label Susu
Kental Manis Harus 1 Pintu

KOMISI Perlindungan Anak
Indone“a (KPAI) menyata-

Menurut dia, hukum pada
dasarnya dibuat untuk meng-

Kesehatan
ik perlu lagi mengatur label
dan iklan susu kental manis
untuk menghindari tumpang
tindih aturan. Produk tersebut
kini sudah diawasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM).

Hal ini dijelaskan Komi-
sioner KPAL Sitti Hikmawatty.
Kementerian Kesehatan, je-
lasnya, dapat memberikan saran
kepada BPOM jikainginmenga-
wasi atau memiliki masukan
tentang susu kental manis.

“Aturan soal label dan
iklan susu kental manis su-
dah dilakukan BPOM. Saya
setuju. Lebih baik satu pintu
saja. Artinya Kementerian
Kesehaun lldd.k perlu ikut
" kata Sitti.

Muhammadiyah Bangun RS Modern Pancasilais

Ekonomi Umat Tak Boleh
Dipisah Dari Nilai Pancasila

MEMBANGKITKAN ekonomi
umat Islam, tak boleh dipisah-
kan dari nilai-nilai Pancasila.
Keduanya bahkan mesti dipadu,
demi membantu pemerintah di
bidang kesehatan. Salah satunya,
itu bisa diwujudkan dengan
membangun rumah sakit (RS)
modern yang berjiwa Islami.

Hal tersebut terungkap dalam
kegiatan coffe morning yang dis-
elenggarakan Rumah Sakit (RS)
Muhammadiyah Taman Puring,
Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.
Kegiatan itu sekaligus untuk
menyambut kunjungan anggota
DPR/ MPR RI, Dr Hidayat Nur
Wahid.

dan da-  Cabang (PCM)
lam : Keba Baru, Edi Sukardi
prima dan paripurna, “RS Mu- . untuk

hammadiyah Taman Puring me-
nyambut baik rencana kedepan-
nya mengenai pengembangan
rumah \an menjadi rum.lh mh(

Aturan mengenai label me-
rujuk Undang Undang Nomor
18 tahun 2012 tentang Pa-
ngan. Menurut Siti, rencana-
nya Undang Undang Pangan
akan direvisi untuk memper-
tegas batasan kewenangan
Kementerian Kesehatan dan
BPOM agar tak tumpang
tindih. Nantinya, kewenangan
yang sudah dijalankan BPOM

atur atau kepastian
kepada semua pihak. Khusus
pengaturan susu kental manis,
pemerintah boleh saja mem-
berikan kepastian hukum ke-
pada konsumen terkait materi
produk dan pengaruhnya terh-
adap kesehatan,

“Namun pemerintah juga
harus memberikan kepastian
bisnis pada pelaku usaha,
sehingga ada perlakuan yang
adil bagi semua pihak,” tegas
Ricardo.

Menurutnya, pelaku usaha
tidak akan memproduksi ba-
rang berbahaya atau me-
langgar ketentuan sepanjang
aturan dibuat jelas dan tidak
berubah-ubah. Peraturan yang
jelas akan memberikan kepas-
tian hukum dalam berbisnis.

“Jangan sampai hal yang
boleh dilakukan pelaku
usaha tahun ini, tetapi ta-
hun depan tidak bisa lagi.
Aturan dibuat bukan mem-
persulit tetapi mempermudah.
Mempermudah bukan berarti
semuanya boleh dilakukan,
tetapi ada fair treatment pada
semua pihak baik konsumen
maupun produsen.” kata dia.

onsu-

tidak perlu lagi
Kementerian Kesehatan, de-

dan memperbaharui peralatan,
RS Muhammadiyah Taman
Puring berencana

mikian pula
Setidaknya terdapat 12
poin yang akan direvisi. Di

men dan produsen merupakan
dua pihak yang saling mem-
butuhkan. Sehingga mereka
harus dilindungi pemerintah.

antaranya pan-

juga harus mema-

gedung baru. *
dari dan mereka

modern, tanpa
jiwa dan nilai-nilai Pancasila,”
tandasnya.

Di saat yang sama, Hidayat ju-
gamemberikan materi Penerapan
Jiwa dan Nilai Pancasila un-
tk diterapkan kepada pekerja
kesehatan. Anggota DPR dari
Fraksi PKS ini menyatakan
penghargaannya terhadap RS
Muhammadiyah Taman Puring.

Direktur RS
Taman Puring, Dr H Tjetjep
Permana Djajusman mengata-
kan, selama ini, pihaknya selalu
menguatkan nilai-nilai Islam

yang peduli terhadap pengem-
bangan RS Muhammadiyah,”
jelasnya.

Sementara fasilitator pengem-
bangan rumah sakit, Moh Satibi
Askara Putra menyatakan dukun-
gannya, pada sinergi berbagai
pihak. “Ini bukan impian pihak

RS

gan, ter-
masuk pembatasan label dan
iklan produk pangan. Namun,
revisi tersebut tidak terkait
susu kental manis, namun
seluruh produk pangan.

Terkaithal ni, pakar Hukum
Bisnis Ricardo Si

jelas latar belakang
perubahan aturan schingga
tidak terjadi distorsi.

BPOM berencana merevisi
aturan terkait labelisasi dan
iklan produk pangan yang
di dalamnya mengatur susu
kental manis.

berpendapat, polemik produk
susu kental manis harus

Taman Puring saja. Melainkan
impian kita semua. Karena peng-

disikapi intah dengan
lebih bgak Pemerintah perlu
kem 'mnhukum

BPOM telah meperbitkan v
rat edaran mengenai label dan
iklan susu kental manis pada
Mei 2018, Selama ini, susu
kental manis t usu se-

Karena berkonsentrasi pada
layanan prima, namun dengan  abdian kepada
tetap jiwa dan  tercermi
nilai Panc:

ila.
Terkait halini, Ketua Pimpinan

jari pelayanan keseha
tan yang prima dan paripurna,
ingatnya. m JON

untuk
konsumen dan produsen agar
tidak ada yang dirugikan.

suai Peraturan Kepala BPOM
Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Kategori Pangan. m Jon
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Cendekiawan Muslim: Antara Teori
Dan Tindakan Praksis (4)

Gus Dur &

AYANG UTRIZA YAKIN MA, PHO
Dosen FSH UIN Jakarta,
Wakil-Ketua LTM-PBNU,
dan Peneliti Posdoktoral
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain),
Belgia

UNTUK konteks Indonesia,
Ahdurmhm‘m Wahid (Gus
Dur) bisa kategori

Cak Nur

ia mengetam hasilnya.

Di kalangan aktivis pro-
demokrasi, Gus Dur dihargai
sebagai pejuang demokrasi
dan pembela hak asasi manusia
yang tak kenal lelah. Bahkan
Orde Baru menganggapnya
sebagai musuh nomor wahid.
karena selalu menganggu
rasa nyaman rejim dengan
kritik dan analisisnya yang
dalam.

Gus Dur adalah contoh ter-
baik di negeri ini sebagai
cendekiawan Muslim praksis,
yaitu sebagai intelektual, mub-
alig, dan aktivis sekaligus. Gus
Dur idak mening galkan dunia
ah, seperti juga Cak Nur.
jadi ingat cerita Mbak
Omi (isteri Cak Nur) ketika
Alm berkata ke-

aitu seorang intelektual,
kyai, dan aktivis yang diterima
di semua Kalangan. Bahkan
memiliki akses luar biasa ke
kalangan akar rumput berkat
NU-nya.

Gus Durmerupakan cendeki-
awan Muslim Indonesia yang
berhasil mel\ﬂmwmkdn antara
ktivisme.
, meneliti, memberi
kuliah, dan berbicara di berba-
‘gai forum untuk membabarkan
ide keislamannya yang pro-
gresif dan emansipatif.

Tapi, ia juga seorang kyai,
ustadz, dan mubalig yang
berceramah di kalangan akar
rumput untuk menyampai-
kan gagasannya dengan ba-
hasa sederhana dan mudah
dimengerti.

Sumbangan terbesar Gus Dur
adalah telah mendorong ide
demokratisasi dan mengem-
bangkan wacana masyarakat
sipil, demokrasi, dan HAM
di kalangan nahdiyyin, baik
para kyai maupun umat NU.
Ia berjuang menabur benih-
benih pemikiran Islam mode-
rat di NU yang pada awalnya
mendapat kesulitan dan tantan-
gan luar biasa, tetapi sekarang

pada Alm Nurcholish Madjid
agar Cak Nur jangan pernah
meninggalkan dunia dakwah,
karena di situlah komunitas,
umat, dan dunia Cak Nur.
Tetapi, sayang justru ini yang
tidak dilakukan kebanyakan
para cendekiawan Islam teori-
s ini.
Jika demikian, penye
ran wacana yang dilakukan
cendekiawan Muslim teoritis
akan menguap demikian saja
dan akan segera terlupakan
dan terlampaui dalam denyut
nadi kehidupan nyata umat
Islam Indonesia. Para cendeki-
awan Muslim yang hanya
berkutat pada teori berada di
menara gad
Mereka seakan tidak memi-
liki kemauan dan kepedulian
pada persoalan akar rumput
keumatan. Mereka tidak lagi
memainkan perannya seba-
gai gerbong pengubah yang
memperhatikan masalah kaum
duafa dan mustadafin. Karena
itu, jangan heran arena dan
panggung masjid dikuasai
oleh mereka yang selama ini
dicap sebagai fundamentalis,
radikal, dan ekstrimis. Wallahu
a’lam. m Habis

Disampaikan Ke Bareskim & Kementerian Kehutanan

Penjarakan

Penebang

Liar Di Tapanuli Utara

DEWAN Pimpinan Nasional
(DPN) Gerakan Nasional
Peduli Anti Narkoba Tawuran
dan Anarkis (Gepenta) telah
melayangkan surat ke Menteri
Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, juga ke Kabareskrim
Polri terkait kasus peneban-
gan kayu liar di Hutan Pinus
Dolok Imun, Tapanuli Utara,
Sumatera Utara.

Surat DPN Gepenta ini
dikirim Rabu (12/9), ditan-
datangani Ketua Umum DPN
Gepenta Brigjen Pol (Purn)
Parasian Simanungkalit.

Parasian mengaku men-
erima laporan dari masyarakat
apanuli Utara dan Tim Rela-
wan Dolok Imun, juga Ketua
DPK Gepenta Tapanuli Utara
Alain Delon Simanjuntak
terkait tindakan melawan hu-
kum dalam hal ini penebangan
kayu liar di Hutan Pinus Dolok
Imun.

Parasian da-

dan melaporkan kepada yang
berwajib bila ada perambahan
atau penebangan kayu liar,”
katanya.

Kepada Kementerian Kehu-
tanan dan Lingkungan Hidup,
Parasian meminta Menteri
Siti Nurbaya segera memer-
intahkan anak buahnya untuk
segera melakukan pengecekan
ke lapangan.

Begitu pula kepada Bares-
krim Polri, Parasian juga me-
minta segera bergerak.

“Kasus ini tak boleh dibi-
arkan. Kalau sudah ditemu-
kan pelakunya, harus segera
diproses hukum dengan seadil-
adilnya. Jangan sampai mereka
dibiarkan melakukan pelang-
garan hukum,” tegasnya

Lebih jauh, Parasian me-
nilai, bahaya kalau persoalan
ini tak segera ditangani serius.
“Ini bisa merusak lingkungan.
Ke depannya bisa merusak

kosistem, bisa

sar hukum masyarakat ber-
hak mengawasi persoalan
ini. “Berdasarkan amanah
Undang-undang bahwa peran
masyarakat dalam penegakan
hukum diatur pada Pasal 108
KUHAP dan dalam hal pem-

Kayu

bencana alam yang pada akh-
imya akan membuat rakyat
banyak mengalami kerugian,”
katanya.

Ia berharap, laporan ma-
syarakat ini tak hanya numpang
lewat. “Semoga para pejabat di

ian Kehutanan dan

liar diatur dalam Undang-
undang No.18 tahun 2013
dimana masyarakat diberikan
kesempatan untuk menga-
wasi hutan di sekelilingnya

BANYAK BERITA HoAX |
LANGGANAN AJA

oocsnss (Jotmaats (}ansuien

Bareskrim Polri aware terh-
adap kasus ini.” harapnya.

Dia memastikan akan terus
mengawal laporan masyarakat
ini sampai tuntas. m JON

DUDUKI RUANG SIDANG:
Mahasiswa dari BEM Tasikma-
laya menduduki dan memasang
spanduk di ruang sidang DPRD
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
kemarin. Mahasiswa mempertan-
yakan kelanjutan proses pemang-
gilan saksi terhadap Wali Kota
Tasikmalaya Budi Budiman oleh
KPK dalam kasus dugaan suap
RAPBN tahun 2018

ANTARAFOTOADENG BUSTOMIWSI &

Pemerintah Diminta Lebih Peduli Lagi

Faktanya, PHK Para Pekerja
Outsourcing Masih Jalan Teru

Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN

DPR an hak inter-

BUMN soal p

masalah pekerja outsourcing di sejumlah BUMN.

KOORDINATOR Nasional
Geber BUMN, Achmad Ismail
menuturkan, pada 7 Februari
2018 pihaknya diundang rapat
Komisi IX DPR terkait persoa-
lan outsourcing di BUMN.
Dalam pertemuan yang dihadiri
direksi sejumlah BUMN itu,
Kementerian BUMN menyata-
kan persoalan outsourcing itu
sudah selesai
Para direksi BUMN menye-
butkan sudah mengakomodir
para outsourcing untuk diang-
kat sebagai karyawan tetap di
perusahaan vendor, sementara
rekomendasi Panja Outsourcing
DPR menyatakan outsourcing
harus diangkat menjadi karya-
wan tetap BUMN,” katanya, di
Jakarta.

Kecewa dengan pertemuan
tersebut, Geber BUMN pada 28
Februari 2018 menggelar demon-
strasi di depan Kementerian

BUMN dan Istana Negara. Pada |
Maret 2018, Geber BUMN diter-
ima di Kantor Staf Kepresidenan
dan dijanjikan akan dipertemukan
dengan para direksi BUMN.
ini belum ter-

A

Pihaknya juga mengirim-
kan surat kepada Kementerian
BUMN yang isinya permoho-
nan audiensi terkait maraknya
PHK di BUMN. Namun dalam
surat balasan dari Kementerian
BUMN tertanggal 28 Agustus
2018 disebutkan bahwa 88,17
persen masalah outsourcing di
9 BUMN sud: esa

atanya sudah selesai tapi
tidak dijelaskan selesainya itu
seperti apa, yang jelas korban
PHK terus bertambah, dan yang
sudah di-PHK pun kesulital
mendapatkan hak-haknya,”
sebutnya.

Geber BUMN mendesak

pelasi terhadap Kementerian
BUMN dan dircksi BUMN
yang tidak menjalankan re-
komendasi Panja Outsourcing
DPR.

Wakil Ketua Federasi Pekerja
Baja Cilegon, Saiful Majid me-
nyebutkan, masalah

Sekjen Federasi Serikat Buruh
Migas KASBI Adi Ardian me-
nuturkan, masalah outsourcing
di Pertamina. “Di Cepu pada
Februari 2018, 20 buruh out-
sourcing Pertamina di-PHK.
Sampai kini belum jelas nasib-
belumnya beredar kabar
Pertamina akan

d\ PT Krakatau Steel belum

selesai. Para pekerja outsourcing
malah diangkat sebagai karya-
wan tetap di perusahaan vendor
dan anak perusahaan. “Ternyata
hal ini tidak membuat kese-
jahteraan pekerja meningkat,
terutama soal insentif dan bo-
nus,” Katanya

Di tempat kerjanya, pekerjaan
yang dilakukan outsourcing
malah sama dengan yang di-
lakukan karyawan tetap. Pem-
bedanya adalah kesejahteraan
yang diterima. Di saat yang
sama, 400 hingga 800 orang
buruh outsourcing PT Krakatau
Steel yang di-PHK sejak 2015
belum mendapat kepastian soal
hak-haknya.

:&'ANR"‘KF‘H

ANTARAFOTORIVAN AVAL LINGGAISLE.

PAMER POSTER: Guru honorer melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Mereka menuntut pemerintah membatalkan peraturan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2018 yang membatasi usia maksimal 35 tahun.

Tok! Sidang Praperadilan
Pencucian Uang Ditunda

HAKIM Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan kemarin menunda
sidang perdana perkara gugatan
praperadilan yang diajukan oleh
pengusaha Gunawan Jusuf terh-
adap Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Khusus Bareskrim
Polri.

Gunawan mengajukan, prap-
eradilan terkait statusnya seba-
gai saksi terlapor dalam perkara
dugaan penggelapan dan tindak
pidana pencucian uang (TPPU).
Gugatan praperadilan sudah
didaftarkan nomor 102/Pid.
pra/2018/PNJk(Sel pada 30
Agustus lalu.

Hakim Ketua, Kartim Haerud-
din mengatakan, pihak termohon

sudah menerima secara sah jad-
wal sidang perdana gugatan ke-
marin. Dengan demikian, hakim

kem-

kan harinya, saksi atau ahli dari
termohon. “Jumat kesimpulan,
dan Senin putusan. I jadwal

bali termohon. Yakni Direktorat
Tindak Pidana Ekonomi Khusus
Bareskrim Polri.
“Jadwal yang hakim berikan
sanya panggilan yang kedua
akan hadir pada Senin (24/9).
Setelah hadir, bisa terjadi hari
itu juga jawaban. Hari Selasa
(25/9)., berarti kan jawaban,”
kata Kartim, di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
Kemudian, jelasnya, pada
Rabu (26/9), agenda pembuktian
dengan mengajukan saksi atau
ahli dari pemohon. Lalu keeso-

yang hakim beri-
kan,” ujar Kartim.

Menurut dia, hakim sengaja
memberikan jadwal seperti itu
supaya efektif. Jangan sampai
nantinya, pada waktu pembuktian,
terutama saksi atau ahli pemohon
nanti belum siap. “Karena itu,
dari sekarang diberikan jadwal
persidangannya,” jelas Kartim.

Sementara, pihak pengacara
Gunawan Jusuf sebagai pemo-
hon tidak berkomentar atau
tanggapan dari proses sidang
praperadilan yang ditunda ke-
marin. ®JON

kembali buruh yang di
tapi tidak ada buktin:
kapnya.

Sementara di Palembang, se-
orang pengurus serikat pe
Pertamina dikriminalisasi den-
gan tuduhan pencurian. Bahkan
yang bersangkutan diskorsing
dengan upah tidak dllmy.\r

\]\ur\mg tanpa upAh tidak dibe-
narkan,” kata Adi.

Ketua Umum Federasi Bu-
ruh Transportasi Pelabuhan In-
donesia (FBTPI), Abdul Rosid
mengatakan, sebanyak 1.095
orang awak mobil tangki Per-

Tidak Boleh
Diskriminasi

INSPEKSI mendadak (sidak)
Ombudsman di Lapas Sukamis-
kin, menemukan ukuran sel
terpidana korupsi Setya Novanto
alias SN lebih luas dibanding-
kan sel lainnya. Tak hanya itu,
sejumlah napi mendapatkan
fasilitas tidak sesuai ketentuan.

Peneliti dari Institute for Cri-
minal Justice Reform (ICJR),
Maidina Rahmawati menutur-

lakukan napi dalam sistem pe-
. Ini di

tamina di Pulau Sumatera, Jaw
dan Sulawesi telah di-PHK
massal. "Mereka tetap bertahan
dan terus menggelar aksi.”
katanya.

Sekjen Federasi Pekerja Pe-
labuhan Indonesia (FPPI), Eriek
Prasetyo menyebutkan, gelom-
bang PHK masih berlansung di
BUMN yang ada di pelabuhan.
Seperti di JICT, PT Jasa Armada
Indonesia, dan Pelindo II.

“Dalam nota pemeriksaan
khusus Sudinaker dinyatakan
bahwa para pekerja outsourc-
ing ini bekerja di core business.
Harusnya mereka diangkat
Karyawan tetap,” sebutnya.

Pihaknya membantah per-
nyataan direksi Pelindo II yang
menyatakan sudah tidak ada out-
sourcing di pelabuhan. “Pekerja
yang di-PHK ini adalah ten:
ahli yang berpengalaman da
memiliki kompetensi, setelah
mereka di-PHK terjadi lagi
dwelling time yang menganggu
perekonomian nasional,” Kata
Eriek. mosp

Ada
Di Lapas!

minimal pemenuhan hak-hak
narapidana.

“Temuan Ombudsman yang
‘menjelaskan, bahwa sel yang ditem-

pati SN terbilang layak, jelas tidak
Nandinasa annapi Yind, lapas lain
di Indonesia,” sebutnya.

Sementara, dalam Naskah
Akademik Rancangan KUHP,
para perumus berkomitmen
menghadirkan alternatif pemi-
danaan non-pemenjaraan un-
tk menghilangkan dampak
destruktif

karena secara keseluruhan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
dan Rumah Tahanan (Rutan) di
Indonesia mengalami kelebihan
beban hampir 100 persen.

“Apa yang didapatkan SN di
kamiskin, tidak dida-
an oleh napi lain di seluruh
Indonesia.” ujamya.

ICJR mencatat, dalam lima
tahun terakhir, lapas dan rutan
di Indonesia tidak menunjuk-
kan tanda-tanda adanya penu-
runan jumlah penghuni. Data
terbaru dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, pada Agustus
2018, beban di rutan dan lapas
di Indonesia berada di angka

“Jumlah penghuni rutan dan
lapas yang ada saat ini telah
melebihi kapasitas yang mampu
ditampung hampir 100 persen,”
kata Maidina.

Dia membeberkan, dari 33
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM hanya4 wilayah

dengan
menghadirkan bentuk pidana-
pidana baru.

“Sayangnya, hingga draf 9
Juli 2018, keberadaan alternatif
pidana baru tersebut nampak
tidak akan berdampak positif
dalam menangani masalah over-
crowding. Dengan jumlah yang
sangat minim dan banyaknya
syarat yang harus diberlakukan,”
terang Maidina.

Rancangan KUHP dalam draf
9 Juli 2018, hanya mengadopsi
alternatif pidana non pemenjaraan
terdiri dari pidana pengawasan, pi-
dana kerja sosial dan pelaksanaan
pidana penjara dengan mengang-
sur. Kejelasan mengenai konsep
yang dihadirkan masing-masing
alternatif pemidanaan non pemen-
jaraan pun dipertanyakan.

ICJR juga mengingatkan pe-
merintah dan DPR untuk mem-
bahas secara serius permasala-
han terkait alteatif pemidanaan
non-pemenjaraan ini dalam R
KUHP. Sebagai upaya menga-
tasi iskriminasi

yang tidak kelebi-
han beban, yakni DI Yogjakarta,
Maluku, Maluku Utaradan Papua.
Bahkan untuk Kantor Wilayah
Jawa Barat, hanya 4 Lapas yang

perlakuan napi dan komodifikasi

fasilitas di rutan dan lapas.
“Pemerintah dan DPR juga

harus mampu menghadirkan

tida
Yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin,
Lapas Kelas I Banjar, Lapas
Kelas I11 Gunung Sindur dan
Lapas Khusus kelas [IB Sentul.
Hal ini, kata dia, jelas menun-
jukkan |eqdd; kondisi diskrimi-
nasi pada napi dalam sistem
pemasyarakatan di Indonesia.
Kondisi overcrowding jelas
akan mempengaruhi standar

evaluasi menge-
nai kondisi pemidanaan dan
alternatif pemidanaan saat ini.
Untuk dapat mempersiapkan
dengan baik instrumen-instru-
men pelaksana. Sehingga, ke-
beradaan alternatif pemidanaan
non-pemenjaraan di Rancangan
KUHP dapat dilaksanakan den-
gan efekiif ke depannya,” tan-
dasnya. mosP




